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  ABSTRAK  - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebagai pengawasan 

dalam penyelenggaran Pemilihan Umum terutama pada tahapan pencalonan 

perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD. 

  - Dasar Hukum pada surat imbauan ini adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD  

  - 

 

 

 

- 

 

 

 

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau agar KPU Provinsi Nusa 

Tenggara Timur membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada pengawas 

Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, melaksanakan 

sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan 

Peserta Pemilu Anggota DPD dan PKPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, melaksanakan tahapan pencalonan 

perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

memastikan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih yang 

meliputi penyerahan, verifikasi dukungan minimal pemilih dan penetapan 

pemenuhan dukungan minimal pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, memastikan ketepatan waktu penyerahan 

dukungan minimal pemilih berdasarkan program dan jadwal kegiatan 

pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD, melakukan sosialisasi 

penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada para bakal 

calon anggota DPD dan memastikan penggunaan Silon dapat berfungsi dengan 

baik, memastikan kepatuhan prosedur dalam proses penerimaan dan 

pemeriksaan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih, mendirikan 

helpdesk di Kantor KPU Provinsi guna memberikan informasi kepada 

Masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses tahapan pencalonan 

perseorangan Anggota DPD. 
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